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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah singkat Perusahaan

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 1960, jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :

· Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnssen, Fa. Sluiiters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti. 

· NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma. 

· NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya. 

· PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti. 

Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya." Selaniutnya PAKN Ika Karya berubah nama meniadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.
Berdasarkan PP No.8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU. No.9 tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan pp No.39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU. No.33 tahun 1964 dan UU. No.34 tahun 1964

	Visi
	:
	Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat

	Misi
	:
	Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja
1. Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara. 

3. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan. 

4. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan. 


2.2 Struktur Organisasi
Dalam rangka memenuhi tuntutan kegiatan perusahaan yang terus berkmbang serta mengantisipasi bidang usaha perasuransian yang semakin komplek, direksi mengamil kebijakan melakukan penyesuaian struktur organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam keputusanDireksi No. Kep/168/2008 tanggal 5 desember 2008 tentang struktur organisasi PT. Jasa Raharja (Persero)
Dengan dilakukan penyesuaian struktur organisasi yang baru ini, diharapkan dapat terwujudnya kondisi kerja yang lebih dinamisyang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan peningkatan pelayanan perusahaan kepada masyarakat.
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Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
CABANG JAWA BARAT

(Keputusan Direksi No.kep/168/2008 tanggal 5 desember 2008)

2.3 Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan adalah suatu rangkaian yang sistematis tentang tugas dan tanggungjawab tertentu yang didasarkan pada kenyataan – kenyataannya.


Tugas dan tanggung jawab dari masing – masing bagian dalam struktur organisasi sesuai dengan fungsinya adalah sebagai berikut:
A. Kepala Cabang
1. Bertanggung jawab atas :

a. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumber daya dilingkungan Cabang Jawa Barat.

b. Pelaksanaan seluruh bidang usaha Jasa Raharja dilingkungan Cabang Jawa Barat.

c. Terciptanya citra baik Jasa Raharja di lingkungan Cabang Jawa Barat.

d. Terselenggaranya pelaporan kegiatan Cabang untuk Kantor Pusat.
2. Weweanang :

a. Mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia serta menggunakan alat/sarana yang berada dibawah pimpinana kepala cabang sejauh dalam usaha memenuhi tanggug jawab Kepala Cabang

b. Menilai konduite pegawai bawahannya.

c. Merekomendasikan status pegawai bawahannya.

d. Menentukan disetujui/tidaknya pembayaran santunan ex-gratia (non penumpang pesawat udara), maksimal sebesar kewenangan yang ditetapkan.

e. Pembebasan/pengurangan denda SWDKLIJ sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.

f. Menandatangani transfer senilai maksimum sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.

g. Menandatangani kontrak dan SPK sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.
h. Mengatur kerjasama local dengan mitra usaha/kerja.

i. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan Cabang sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh direksi.
B. Kepala Bagian Teknik

1. Bertanggung Jawab atas :

a. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumber daya di dalam dan dilingkungan unit kerja teknisi.

b. Penyelenggaraan kegiatan pungutan/pemasaran iuran wajib dan sumbangan wajib diwilayah kerja Cabang yang bersangkutan.

c. Penyelenggaraan kegiatan pemasaran dan penerimaan premi asuransi umum di Wilayah Kerja Cabang yang bersangkutan.

2. Wewenang :
a. Mengatur dan mengembangkan sumberdaya manusia serta menggunakan alat atau sarana/sarana fisik yang berada di bawah pimpinannya sejauh dalam usaha memenuhi tanggung jawabnya.

a. Menilai konduite pegawai bawahannya.

b. Merekomendasi status pegawai bawahannya kepada Atasan langsung.

c. Atas nama Kepala Cabang menandatangani surat-surat keluar yang berhubungan dengan bidangnya, sesuai ketentuan yang telah digariskn oleh Direksi/Kepala Cabang.
d. Membantu pemilihan metode/cara yang akan diterapkan dalam kegiatan pungutan/pemasaran iuran wajib, sumbangan wajib, dan penerimaan /pemasaran asuransi umum.

C. Kepala Bagian Pelayanan
1. Bertanggung Jawab atas :
a. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan serta pengamanan sumber dya didalam dan dilingkungan Unit Kerja yang dipimpinnya.

b. Pelayanan santunan UU No.33 dan 34 tahun 1964 di Cabang yang bersangkutan.

c. Pelayanan Klaim asuransi umum di Cabang yang bersangkutan.

2. Wewenang
a. Mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia serta menggunakan lat atau sarana fisik yang berada dibawah pimpinannya sejauh dalam usaha memenuhi tanggung jawabnya.

b. Menilai konduite pegawai bawahannya.

c. Merekomendasikan status pegawai bawahannya kepada Kepala Cabang.

d. Menenukan terjain/tidaknya pegawai klaim asuransi Umum.

e. Mengendalikan pelaksanaan penlitian atas kebenaran kejadian kecelakaan dan keabsyahan administrasi yang berhubungan dengan pembayaran santunan UU No.33 dan 34 tahun 1964 dan pembayaran klaim asuransi umum di cabang dan Perwakilan.

f. Mewujudkan hak regresi Perusahaan.

g. Mewujudkan penyusunan laporan klaim.

h. Atas nama Kepala Cabang menandatangani surat-surat yang berhubungan  dengan bidangya, sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh Direksi/kepala Cabang.
D. Kepala Keuangan
1. Bertanggung Jawab :

a. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumber daya di dalam dan dilingkungan Unit Kerja yang di pimpinnya.

b. Administrasi keuangan dan kelancaran penerimaan dan pengeluaran uang dikantor Cabang yang bersangkutan.

c. Kelancaran peyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Cabang yang bersangkutan.

2. Wewenang :

a. Mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia serta menggunakan alat/sarana fisik yang berda dibawah pimpinannya sejauh dalam usaha memenuhi tanggung jawabnya.

b. Menilai konduite pegawai bawahannya.

c. Merekomendasikan status pegawai bawahannya kepada Atasan langsung.

d. Menentukan jumlah dan saat penyetoran dan pengambilan uang ke/dari Bank.

e. Menentukan cara penyimpanan dan pengamanan uang, baik dalam perjalanan maupun dalam lingkungan Kantor.

f. Atas nana Kepala Cabang menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan bidangnya, sesuai ketentuan yang telah digariskan Direksi/Kepala Cabang.

g. Melakukan segala hal yang kewenangannya telah diberikan kepada bawahannya sepanjang belum terperincinya di atas.

E. Kepala Sumber Daya Manusia 
1. Bertanggung Jawab atas :
a. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumber daya didalam dan dilingkungan Unit Kerja yang dipimpinnya.

b. Kelancaran pelayanan penunjang kegiatan operasional di kantor Cabang.

c. Terselenggaranya kegiatan bidang SDM dan Umum dan pola kearsipan di Kantor Cabang.

2. Wewenang :

a. Mengatur penggunaan alat/srana fisik yang berada dibawah pimpinan Kepala Cabang.

b. Menilai konduite pegawai bawahannya.

c. Merekomendasikan status pegawai bawahannya kepada Kepala Cabang.

d. Memberikan teguran atas penyimpangan tata tertib dan disiplin pegawai.

e. Menentukan cara pengadaan sarana fisik dan barang material untuk Kanor Cabang, setelah mendapat persetujuaan dari Kantor Pusat.

f. Atas nama Kepala Cabang menandatangani sutar-surat yang berhubungan dengan bidangnya, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Direksi/Kepaa Cabang.

g. Penerimaan dan penyimpanan serta pendistribusian barang habis pakai dan belanja modal bukan gedung.
F. Sub Bagian Sumber Daya  Manusia
1. Betanggung Jawab atas :
a. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumber daya didalam dan dilingkungan Unit Kerja yang dipimpinnya.

b. Pelaksanaan kesejahteraan pegwai di Kantor Cabang.

c. Terlaksananya administrasi kepegawaian di Kantor cabang.

2. Wewenang :

a. Mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia serta menggunakan alat/saran fisik yang berada dibawah pimpinannya sejauh dalam usaha memenuhi tanggung jawabnya.

b. Menilai konduite pegawi bawahannya.
c. Merekomendasikan status pegawai bawahannya kepada Atasan langsung.

d. Memastikan penggantian biaya perawatan sebatas yang ditentukan.
G. Sub Bagian Umum
1. Bertanggung Jawab atas :

a. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumber daya didalam dan dilingkungan Unit Kerja yang dipimpinnya.

b. Pengadaan material produksi, umum dan investasi yang dibutuhkan Cabang.

c. Penguasaan barang-barang material Cabang.

d. Pemeliharaan barang-barang investasi.

2. Wewenang :

a. Mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia serta menggunakan alat/saran fisik yang berada dibawah pimpinannya sejauh dalam usaha memenuhi tanggung jawabnya.

b. Menilai konduite pegawi bawahannya.

c. Merekomendasikan status pegawai bawahannya kepada Atasan langsung.

d. Mengatur penggunaan kendaraan dinas

e. Menentukan cara penyimpanan dokumen/surat rahasia milik perusahaan.

f. Menentukan jumlah dan saat pengadaan material produksi, umum dan barang investasi yang dibutuhkan Cabang.
H. Sub Bagian Humas & Hukum
1. Betanggung Jawab atas :
a. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumber daya didalam dan dilingkungan Unit Kerja yang dipimpinnya.

b. Pelaksanaa kegiatan sosilaisasi didalam atau di luar perusahaan.

c. Terciptanya citra bail perusahaan.
2. Wewenang :

a. Mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia serta menggunakan alat/saran fisik yang berada dibawah pimpinannya sejauh dalam usaha memenuhi tanggung jawabnya.

b. Menilai konduite pegawi bawahannya.

c. Merekomendasikan status pegawai bawahannya kepada Atasan langsung.

d. Menentukan cara penyimpanan dokumen/surat rahasia milik perusahaan.
2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan


Berdasarkan perubahan Angaran Dasar Perusahaan sebagaimana yang tersebut dalam Akte Notaris Imas Fatimah yang terakhir No. 214 tanggal 29 Agustus Tahun 1984 Pasal 3 mengenai Tujuan dan Lapangan Usaha Perusahaan yang antara lain berbunyi sebagai berikut

1. Perseroan ini bertujuan menyelenggarakan usaha dibidang asuransi keceakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan serta kecelakaan lainnya yang menyangkut kepentingan umum dan melakukan usaha dibidang pemberian jaminan Surety Bond.

2. Usaha mencapai tujuan tersebut perseroan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan.

a. Mengadakan dan menutup perjanjian asuransi tanggung jawab menurut hokum terhadap pihak ketiga dalam hal kecelakaan alat angkutan dan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan
b. Melaksanakan asuransi tanggung jawab menurut hokum terhadap pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum sebagaimana diatur dalam Undan-undang No. 33 dan 34 tahun 1964 berikut peraturan-peraturan pelaksanaanya.

c. Mengadakan penutupan perjanjian jaminan

d. Menerima pertanggungan tidak langsung (reasuransi) dalam bidang asuransi sebagaimana tersebut pada butir :a, b, dan c.

e. Lain-lain reasuransi untuk ditahan sendiri oleh perseroan.

3. Perseroan dapat pula mendirikan/menjalankan perusahaan dan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang – bidang usaha tersebut diatas, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain, sepanjang yang demikian itu tidak bertentangan dengan peraturan –peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam angaran dasar ini.
PT Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diamanahkan untuk mengelola program asuransi sosial sesuai dengan Undang Undang nomor 33 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang Undang nomor 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat agar manfaat santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan alat angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan dirasakan meningkat.

Kedua Undang Undang tersebut mengamanahkan kepada Jasa Raharja untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk membayar santunan melalui dua sumber. Pertama, pengutipan iuran wajib (premi)  dari setiap penumpang alat angkutan umum baik di darat, laut, udara, sungai, danau dan penyeberangan yang besarannya sudah disatukan dengan ongkos atau tiket. Kedua, pengutipan SWDKLLJ (premi) dari para pemilik kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK setiap tahunnya di Kantor SAMSAT seluruh Indonesia.

Untuk memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat dan setelah melakukan kajian yang mendalam terhadap terjadinya peningkatan kebutuhan hidup masyarakat dan tingkat inflasi yang terjadi selama kurun waktu tahun 2001 s/d. 2007 yang mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa maka, pemerintah merespon keinginan dan kondisi yang ada di masyarakat selama ini untuk menyesuaikan nilai manfaat santunan Jasa Raharja dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ) dan  Nomor 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib (IW).

Ke dua Peraturan Menteri Keuangan tersebut, mengatur besaran santunan untuk korban meninggal dunia, luka-luka dan cacat tetap yang diakibatkan  kecelakaan alat angkutan penumpang umum di darat dan laut dan  kecelakaan lalu lintas jalan akibat tertabrak kendaraan bermotor. 
Tabel 2.1

Besaran Nilai Santunan Bagi Penumpang Alat Angkutan Umum Sesuai SK Menteri Keuangan No. 415 dan 416/KMK.06/2001 (Lama) dibanding  Peraturan Menteri Keuangan No. 36 dan 37/PMK.010/2008 (Baru)

	Jenis Santunan
	Santunan Alat Angkutan (Rp)

	
	Darat, Laut
	Udara

	
	Lama
	Baru
	%
	Lama
	Baru
	%

	Meninggal
	10.000.000
	25.000.000
	150
	50.000.000
	50.000.000
	0

	Cacat Tetap (maks)
	10.000.000
	25.000.000
	150
	50.000.000
	50.000.000
	0

	Perawatan (maks)
	5.000.000
	10.000.000
	100
	25.000.000
	25.000.000
	0

	Biaya Pemakaman
	1.000.000
	2.000.000
	100
	1.000.000
	2.000.000
	100


Sunber: PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat
Tabel 2.2

Besaran Nilai Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Sesuai SK Menteri Keuangan No. 415 dan 416/KMK.06/2001 (Lama) dibanding Peraturan Menteri Keuangan No. 36 dan 37/PMK.010/2008 (Baru)
	Jenis Santunan
	Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas

	
	Lama
	Baru
	%

	Meninggal
	10.000.000
	25.000.000
	150

	Cacat Tetap (maks)
	10.000.000
	25.000.000
	150

	Perawatan (maks)
	5.000.000
	10.000.000
	100

	Biaya Pemakaman
	1.000.000
	2.000.000
	100


Sunber: PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat
Dalam  operasional pelayanan santunan, Jasa Raharja menerapkan pelayanan jemput bola agar proses penyelesaian santunan lebih cepat. Pada tahun 2007 target rata-rata kecepatan pelayanan santunan secara nasional bagi korban meninggal dunia di TKP yaitu 7 (tujuh)  hari. Dan 1 hari sejak berkas lengkap diterima di Kantor Jasa Raharja.

Untuk mengimbangi kenaikan nilai santunan, maka ada beberapa sektor IW dan SWDKLLJ mengalami penyesuaian yang nilainya relatif lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan santunan. Khusus untuk Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) jenis Bus maupun Non Bus dengan trayek AKAP Maupun AKDP, tidak mengalami penyesuaian premi. Namun demikian untuk dana santunan mengalami kenaikan. Sedangkan untuk Pesawat Udara baik premi / Iuran Wajib maupun santunan  tidak mengalami penyesuaian.

Tabel 2.3
Besaran Premi Iuran Wajib Sesuai SK Menteri Keuangan No. 415/KMK.06/2001 (Lama) dibanding Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.010/2008 (Baru)

	LAMA
	BARU
	

	Darat
	Rp
	Darat
	Rp
	%

	Kendaraan bermotor umum
	60
	Kendaraan bermotor umum
	60
	0

	Kereta Api
	60
	Kereta Api
	120
	100

	Sungai/Danau
	
	Sungai/Danau
	
	

	Biaya angkutan sampai dengan Rp. 250
	25
	Biaya angkutan sampai dengan Rp. 2.500
	100
	300

	Biaya angkutan di atas Rp. 250  
	60
	Biaya angkutan di atas Rp. 2.500  
	200
	233,3

	Ferry/Penyeberangan, Laut
	
	Ferry/Penyeberangan, Laut
	
	

	Biaya angkutan sampai dengan Rp.750
	60
	Biaya angkutan sampai dengan Rp.2.500
	100
	66,6

	Biaya angkutan Rp. 750 sd Rp. 5.000
	100
	Biaya angkutan Rp. 2.500 sd Rp. 5.000
	200
	100

	Biaya angkutan Rp. 5.000 sd Rp. 10.000
	200
	Biaya angkutan Rp. 5.000 sd Rp. 10.000
	400
	100

	Biaya angkutan Rp. 10.000 sd Rp. 25.000
	400
	Biaya angkutan Rp. 10.000 sd Rp. 25.000
	800
	100

	Biaya angkutan di atas Rp. 25.000
	1.000
	Biaya angkutan di atas Rp. 25.000
	2.000
	100

	Udara
	
	Udara
	
	

	Alat angkutan Udara
	5.000
	Alat angkutan Udara
	5.000
	0


Rata-rata kenaikan iuran wajib 99,9%
Sunber: PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat
Tabel 2.4

Besaran Tarif SWDKKL Sesuai SK Menteri Keuangan No. 416/KMK.06/2001 (Lama) dibanding  Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.010/2008(Baru)

	
	
	Lama
	BARU
	

	Gol
	Jenis Kendaraan
	Tarif
SW
	KD/

SERT
	Jumlah
	TARIP
SWDKLLJ
	KD/

SERT
	JUMLAH
	%

	A
	Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran. 
	0
	3.000
	3.000
	0
	3.000
	3.000
	0

	B
	Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya.
	10.000
	3.000
	13.000
	20.000
	3.000
	23.000
	76,9

	C1
	Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga.
	19.000
	3.000
	22.000
	32.000
	3.000
	35.000
	59

	C2
	Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc.
	40.000
	3.000
	43.000
	80.000
	3.000
	83.000
	93

	DP
	Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum.
	70.000
	3.000
	73.000
	140.000
	3.000
	143.000
	95,8

	DU
	Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc.
	40.000
	3.000
	43.000
	70.000
	3.000
	73.000
	69,7

	EP
	Bus dan Microbus bukan angkutan umum.
	75.000
	3.000
	78.000
	150.000
	3.000
	153.000
	96,1

	EU
	Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc.
	50.000
	3.000
	53.000
	87.000
	3.000
	90.000
	69,8

	F
	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container, dan sejenisnya.
	80.000
	3.000
	83.000
	160.000
	3.000
	163.000
	96,3


Rata-rata kenaikan sumbangan wajib 89%
Sunber: PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat

Jumlah santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat kepada masyarakat yang mengalami korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum setiap tahun rata-rata meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi jumlah kecelakaan lalu lintas. Jumlah santunan yang telah dibayarkan oleh Jasa Raharja Cabang Jawa Barat kepada masyarakat selama 5 (Lima) tahun terakhir (2004 s/d. Febaruari 2008), sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Santunan Telah dibayarkan Oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

	Tahun
	Meninggal

Rp.
	Luka Luka

Rp.
	Cacat

Rp.
	Jumlah

Rp.

	2004
	44.799.500.000
	23.923.167.995
	806.986.900
	69.529.654.895

	2005
	47.287.000.000
	24.850.020.830
	778.290.500
	72.915.311.330

	2006
	47.677.000.000
	24.405.820.342
	857.775.000
	72.940.595.342

	2007
	50.052.500.000
	25.445.929.023
	692.275.000
	76.190.704.023

	2008
	8.950.000.000
	4.731.985.397
	104.225.000
	13.426.210.397

	JUMLAH
	198.406.000.000
	103.356.923.587
	3.239.552.400
	305.002.475.987


Sunber: PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat
Dalam pemberlakuan ke dua Peraturan Menteri Keuangan tersebut, PT Jasa Raharja (Persero) telah melakukan langkah-langkah koordinasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah terutama dengan unsur Pemerintah Daerah, pihak Kepolisian, Perhubungan, rumah sakit dan asosiasi-asosiasi alat angkutan umum yang ada, agar sosialisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ) dan  Nomor 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib (IW) berlaku efektif pada tanggal 27 Maret 2008 Jam : 00.00 wib.

Bila ada informasi tentang santunan Jasa Raharja yang kurang jelas,masyarakat dapat menghubungi telepon bebas pulsa 0 – 800 – 1 – 33 – 34 – 64 atau klik website www.jasaraharja.co.id serta bisa juga menghubungi petugas Jasa Raharja di seluruh kantor Cabang, Perwakilan dan Samsat di seluruh Indonesia
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